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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam

sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai  berikut  dalam perkara  Cerai

Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7501114805940002, Tempat/Tanggal Lahir, Pilolalenga,

08  Mei  1994,  umur  29  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman

di KABUPATEN GORONTALO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 750111130495000, Tempat/Tanggal Lahir, Gorontalo, 13

April  1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan  xxxxx  xxxxxx  xxxxx,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN GORONTALO, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  01

Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari

itu juga dengan register perkara Nomor  128/Pdt.G/2024/PA.Lbt, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat pada tanggal 05 Juni 2015 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan
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Bongomeme, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, dengan Kutipan  Akta

Nikah Nomor :  021/008/VI/2015, Tertanggal 20 Juni 2015;  

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di  rumah  orang  tua  Penggugat  dahulu  desa  Pilolalenga,  Kecamatan

Bongomeme,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  sekarang  desa  Pilolalenga,  xxxxxxxxx

xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx xxxxxxxxx  selama 1  hari  kemudian pindah ke  rumah

orang tua Tergugat di alamat yang sama selama 9 bulan kemudian pindah lagi

ke rumah orang tua Penggugat sampai pisah;  

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat

telah  dikaruniai   seorang  anak  yang  bernama  Iffania  Kuengo  binti  Imam

Kuengo,  NIK  7501244505160001,  perempuan,  tempat  tanggal   lahir

Gorontalo, 05 Mei 2016, Umur 7 tahun, Pada saat ini anak tersebut berada

dalam asuhan Penggugat;  

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun sejak 2017  Penggugat

dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus yang disebabkan:Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah

tangga kepada Penggugat dengan cara menendang tubuh Pengugat hingga

memar/lebam;  

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit

untuk  dipertahankan  karena  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  yang  layak

kepada Penggugat;  

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat  terjadi  pada  Oktober  2021  dimana  saat  itu  Tergugat  pergi

meninggalkan  Penggugat,  sekarang  Tergugat  bertempat  tinggal  di  rumah

orang  tua  Tergugat  di  xxxx  xxxxxxxxxxx,  Kecamatan  Dungaliyo,  xxxxxxxxx

xxxxxxxxx,  dan  Penggugat  sekarang  bertempat  tinggal  di  rumah  oran  tua

Penggugat di KABUPATEN GORONTALO;  

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih

2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan sudah tidak pernah rujuk kembali;  
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8. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat

merasa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk

hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan

Tergugat;  

9. Bahwa Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini; 

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Limboto  cq.  Hakim  yang  memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  

 SUBSIDAIR :

   - Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa selanjutnya  pemeriksaan perkara  dilakukan  dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di

persidangan,  maka  jawaban  Tergugat atas  gugatan  Penggugat tidak  dapat

didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Bongomeme Kabupaten

Gorontalo Provinsi Gorontalo, Nomor 021/008/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015.

Bukti  surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1.  SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx

xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO,  di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah sepupu Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxx; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  1 (satu) orang anak

bernama Iffania, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini  rumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

sejak tahun 2017; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena masalah ekonomi; 

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat tentang persitiwa

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut; 
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- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih

1 kali; 

- Bahwa  pada  saat  bertengkar  Tergugat  memukul  Penggugat

mengunakan tangan; 

- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma 1 kali; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Oktober 2021 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat

juga kembali ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi ; 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa pernah diusahakan oleh oleh keluarga Penggugat, namun tidak

berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan;

- Bahwa Tergugat biasa gajian setiap minggu yang besarnya kurang lebih

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx

xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO,  di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah tetangga Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxx; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  1 (satu) orang anak

bernama Iffania, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini  rumah tangga
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mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

sejak tahun 2017; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena masalah ekonomi; 

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat tentang persitiwa

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut; 

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar

sekitar 1 kali saja; 

- Bahwa  pada  saat  bertengkar  Tergugat  memukul  Penggugat

mengunakan tangan; 

- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma 1 kali; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Oktober 2021 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat

juga kembali ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi ; 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa pernah diusahakan oleh oleh keluarga Penggugat, namun tidak

berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan; 

- Bahwa Tergugat biasa gajian perminggu yang besarnya kurang lebih

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima  dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;
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Bahwa selanjutnya  Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun

lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala  sesuatu

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir

sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi  sebagaimana

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  meskipun  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan,  Hakim

dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar

dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta  mau damai  dan rukun

kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut

dipandang  telah  memenuhi  maksud  ketentuan  pasal  154  R.Bg  jo  pasal  82

Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor  50 tahun 2009 jo.  pasal  39  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya

tersebut  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka  Tergugat harus

dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat mengajukan  gugatan  cerai

adalah :
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1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun

sebagaimana  layaknya  suami  istri  dengan  baik,  namun  sejak  2017

Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

secara  terus  menerus  yang  disebabkan:Tergugat  sering  melakukan

kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada  Penggugat  dengan  cara

menendang tubuh Pengugat hingga memar/lebam; 

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit

untuk dipertahankan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak

kepada Penggugat; 

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat  terjadi  pada  Oktober  2021  dimana  saat  itu  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat,  sekarang Tergugat bertempat tinggal di  rumah

orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Dungaliyo, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx, dan Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah oran tua

Penggugat di KABUPATEN GORONTALO; 

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih

2  (dua)  tahun  4  (empat)  bulan  lamanya  dan  sudah  tidak  pernah  rujuk

kembali;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau  setidak-

tidaknya tidak  membantah dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena Tergugat  tidak

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  Penggugat

mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah),  yang

merupakan  akta  otentik  bermeterai  cukup  dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti

tersebut menjelaskan mengenai  Penggugat  dan Tergugat  telah melangsungkan

perkawinan  pada  tanggal  05  Juni  2015  di  hadapan  PPN  KUA Bongomeme

xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Provinsi  Gorontalo,  bukti  tersebut  tidak  dibantah  oleh
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Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang,  bahwa   berdasarkan  bukti  (P.)  tersebut  terbukti  bahwa

Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal

05  Juni  2015  dan  sampai  sekarang  belum pernah  bercerai,  dengan  demikian

keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172

ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  mengenai  keadaan

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  yang  sudah  tidak  harmonis  karena

perselisihan dan peretengkaran dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal,  adalah fakta yang dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah

diatur  dalam  pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172

ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Penggugat  mengenai  keadaan

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  yang  sudah  tidak  harmonis  karena

perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat  dengan Tergugat  telah  berpisah

tempat tinggal,  adalah fakta yang dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah

diatur  dalam  pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian

antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg,
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keterangan  tersebut  dapat  dipertimbangkan  dan  diterima  sebagai  bukti  dalam

perkara ini ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi  tersebut di  atas

yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling

bersesuaian  dan  secara  materiil  ada  kesamaan  maka  Majelis  telah  dapat

menemukan  fakta  hukum  mengenai  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah  melangsungkan

perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 05 Juni 2015 di

hadapan PPN KUA Bongomeme xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa awalnya   Penggugat dengan  Tergugat  hidup rukun sebagai suami istri

dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama bernama Iffania Kuengo binti

Imam Kuengo, perempuan, lahir di Gorontalo 05 Mei 2016;

3. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dengan  Tergugat tidak harmonis karena

terjadi perselisihan terus menerus antara  Penggugat dengan  Tergugat;

4. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

adalah  karena  yang  disebabkan  masalah  ekonomi  /nafkah  dan  Tergugat

melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat ;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat  telah  berpisah tempat tinggal selama kurang

lebih hidup berpisah kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya lamanya dimana

Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

6. Bahwa  pihak  keluarga   Penggugat  dengan   Tergugat  telah  berusaha

menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas  patut  dipastikan

bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi

dimana  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4

bulan lamanya lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai,

sementara  pengadilan  telah  berusaha  mendamaikannya  tetapi  tidak  berhasil,

maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat

dan Tergugat  telah  pecah  (Irretrievable  breakdown)   dan sudah tidak mungkin
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untuk rukun kembali (on heel baare tweespalt),  dengan demikian Penggugat dan

Tergugat tidak mungkin lagi  dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu  rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-

Qur’an Surat Ar-Rum ayat : 21  dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang

berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan

semakin sulit  untuk merajut  kembali  rumah tangga yang bahagia sebagaimana

yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan

hak  dan  kewajiban  masing-masing  sebagai  suami  isteri  untuk  saling  cinta-

mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain

sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama

lebih dari  dua tahun berturut-turut  yakni  selama hidup berpisah kurang lebih 2

tahun  4  bulan  lamanya  dan  tidak  mau  kembali  lagi  hidup  bersama,  apabila

dihubungkan  dengan  diajukannya  gugatan  cerai  oleh  Penggugat  dan  tidak

berhasilnya Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat

telah  meyakinkan Majelis  bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  telah

retak  dan  tidak  mungkin  diperbaiki  kembali,  sehingga  perceraian  adalah  jalan

keluar  terakhir  yang lebih  kecil  mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan

status  perkawinannya  terkatung-katung  tanpa  penyelesaian  yang  pasti.  Hal  ini

dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: 

درء             المفا سد مقد م على جلب المصا        لح

Artinya :  “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan“.

Menimbang, bahwa dari  pertimbangan yang telah terurai  di  atas, alasan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan

bahwa  “Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  antara

suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”,  juncto pasal 19
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huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf

(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah

dan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

 Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Fiqh

al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317 sebagai berikut :

عليها للضررالواقع التفريق تطلب ان في الحق لها وكذلك
فيها يتحقق مرورسنة من ولبد للغيبه زوجهاعنها لبعد

. بالوحشة وتشعرفيها بالزوجة الضرر على فيها ويخشى 
                الله حرم فيما الوقوع من نفسها

Artinya : “Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada
jauh  dari  suaminya,  bukan  karena  ghoibnya.  Hal  tersebut  harus  lebih  dari
setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si  isteri  karena
merasa  kesepian  dan  takut  terhadap  hal-hal  yang  diharamkan  Allah  akan
menimpanya”

    Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalan Kitab Fiqhus Sunnah juz II

halaman 249 yang berbunyi:

عن وعجز الضرر ثبت اذا ئنـة بـا طلقـة الـقاضي يطلقـها
بينهمــا الصلح

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti
adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan

dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya

telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan

Penggugat dapat dikabulkan secara verstek

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  gugatan  Penggugat  maka

Pengadilan  menjatuhkan  talak  Tergugat  terhadap  Penggugat,  dan  oleh  karena
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perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka

berdasarkan Pasal  119 ayat  (2)  Kompilasi  Hukum Islam talak yang dijatuhkan

terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah

perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagimana layaknya suami istri (Ba’da

dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa

tunggu  yaitu  waktu  tunggu  bagi  yang  masih  haid  ditetapkan  3  (tiga)  kali  suci

dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid

ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Pertimbangan Ex Officio Nafkah Iddah, Mut’ah dan Nafkah Anak

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang,  bahwa sesuai  dengan Pasal  149 huruf (b)  Kompilasi  Hukum

Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah

dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah

dan Pasal 152 Kompilasi  Hukum islam menyebutkan bahwa bekas istri  berhak

mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam

persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara

terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,

jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor

534K/Pdt/1996 tanggal  18 Juni  1996 yang menyatakan  “bahwa dalam perkara

perceraian tidak perlu  dilihat  dari  siapa penyebab terjadinya percekcokan atau

salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang,  bahwa Hakim berpendapat  jika  kaidah hukum yang terdapat

dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan

hal  tersebut  menjadi  sangat  penting  dalam menentukan  subyek  hukum  mana
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antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis,  hal ini

dikarenakan  Hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  a  quo  dapat  menentukan

apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak

melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri  dengan baik dan benar,  atau

apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri

dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini

sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah

dan mut’ah dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum

yang  dimaksud  dalam Yurisprudensi  MARI  Nomor  184  K/AG/1995  tanggal  30

September 1996 yang menyatakan  “walaupun dalam perkara perceraian hakim

tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi  yang penting dilihat  adalah sejauh

mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena

gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami,

maka  suami  dihukum  untuk  memberikan  nafkah  iddah,  maskan,  kiswah  dan

mut’ah yang layak kepada bekas isterinya”;

Menimbang, bahwa kewajiban  iddah  tidak hanya berlaku pada cerai talak,

namun  dengan  mendasarkan  Surat  Edaran  Nomor  3  Tahun  2018  tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018

sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar

Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap

istri  yang  tidak  nusyuz  “Mengakomodir  Perma  Nomor  3  Tahun  2017  tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri

dalam perkara cerai gugat dapat diberikan  mut’ah  dan nafkah  ‘iddah  sepanjang

tidak terbukti nusyuz;

Menimbang,  bahwa selama proses persidangan,  Penggugat  tidak  terbukti

nusyuz, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah Iddah dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas,  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan,  maka  Hakim

menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan

sesuatu  kewajiban  bagi  bekas  istri,  dan  bahwa  menurut  Yurisprudensi  Nomor

608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat

dikabulkan secara  ex officio,  dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah

iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat dengan total Rp1.500.000,00 (satu

juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Mut’ah

Menimbang, bahwa  ketentuan  hukum  dalam  Pasal  41  huruf  c  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: “Pengadilan

dapat  mewajibkan kepada bekas suami  untuk  memberikan biaya penghidupan

dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya diatur dalam

Pasal  149 huruf a Kompilasi  Hukum Islam bahwa “Bilamana perkawinan putus

karena talak,  maka bekas suami  wajib  memberikan  mut’ah  yang layak kepada

bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla

al-dukhul.”

Menimbang, bahwa  mut’ah  dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan

sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri  yang akan bercerai sebagai

obat  pelipur  lara  bagi  istri  yang  ditalak,  serta  media  untuk  tetap  dapat

menyambung silaturahim di  antara  mantan  suami  dan  mantan  isteri,  sehingga

mut’ah  tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis

belaka,  melainkan juga pemberian  dengan misi  tetap  menyambung silaturahim

setelah  tidak  terikat  perkawinan  resmi.  Islam  sangat  menganjurkan  bahkan

mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik

dan  bila  ingin  melepasnya  harus  dengan  cara  yang  baik  pula,  salah  satunya

dengan memberikan mut’ah;

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai talak,

namun  dengan  mendasarkan  Surat  Edaran  Nomor  3  Tahun  2018  tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018

sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar
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Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap

istri  yang  tidak  nusyuz  “Mengakomodir  Perma  Nomor  3  Tahun  2017  tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri

dalam perkara cerai gugat dapat diberikan  mut’ah  dan nafkah  ‘iddah  sepanjang

tidak terbukti nusyuz;

Menimbang,  bahwa selama proses persidangan,  Penggugat  tidak  terbukti

nusyuz,  maka  oleh  karenanya  Penggugat  berhak  atas  nafkah  mut’ah  dari

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo  Hakim  juga  mendasarkan

pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi

MARI  Nomor  184  K/AG/1995  tanggal  30  September  1996  yang  menyatakan

“walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah,

akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah

tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan

isteri  yang  disebabkan  kesalahan  dan  kelakuan  buruk  suami,  maka  suami

tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut’ah

yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244),

sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat

yang  kemudian  diambil  alih  sebagai  pertimbangan  Hakim  untuk  menetapkan

kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  memperhitungkan  nilai  mut’ah  yang  patut  dan

layak Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat

dan  Tergugat  dihubungkan  dengan  asas  kepatutan  dan  kelayakan  karenanya

Hakim  menetapkan  jika  mut’ah  yang  harus  dibayarkan  oleh  Tergugat  sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan Menyerahkan Akta Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah

menyelesaikan  masalah  dan  memberikan  kembali  suatu  hak  kepada  yang

memiliki  hak  tersebut.  Sebab,  akan  menjadi  percuma jika  suatu  putusan tidak

dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus

menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum,
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sehingga  secara  yuridis  tidak  dapat  dieksekusi  (non  executable).  Hal  ini  juga

bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah ‘Umar bin al-Khattab kepada Abu

Musa al-Asy’ari  yang masyhur dengan sebutan  risalatul  qadla’,  yang kemudian

Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis.

Di  dalam surat  tersebut,  Khalifah  ‘Umar  bin  al-Khattab  menulis:  yang  artinya:

“karena sesungguhnya tidaklah  berguna pembicaraan tentang kebenaran yang

tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan).”

Menimbang,  bahwa  dengan  mengambil  nilai-nilai  filosofis  perlindungan

hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun

2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut’ah secara tersurat

tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan

berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat

memohon  kepada  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  seadil-adilnya  (ex

aequo et bono), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas

dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai

pendapat  hukum,  maka  Hakim  menghukum Tergugat  untuk  membayar  nafkah

iddah,  mut’ah  dan  nafkah  anak  sebelum  Tergugat  mengambil  akta  cerai  di

Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang,  dengan  dihukumnya  Tergugat  oleh  Hakim  harus  membayar

kewajiban nafkah anak sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara ex

officio  perlu  pula  memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama Limboto

untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar

kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan

akan dimuat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang,  bahwa  ketentuan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah  Agung  Tahun  2016  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi

Pengadilan  dalam rumusan  hukum kamar  Agama angka  5  Pengadilan  Agama

secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara
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nyata  anak  tersebut  berada  dalam  asuhan  ibunya,  sebagaimana  hal  tersebut

diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai

penanggung jawab nafkah  anak,  yang tidak  hapus  karena  adanya  perceraian.

Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masingmasing

ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri  sendiri, kewajiban

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan

karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi

tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak

tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan

dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya

untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang  bahwa  sebagaimana  dalil  gugatan  Penggugat  dan  dikuatkan

dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa dalam pernikahan Penggugat

dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Iffania Kuengo binti

Imam Kuengo,  perempuan,  lahir  di  Gorontalo  05  Mei  2016 yang  sekarang ini

dalam asuhan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  156  huruf  (d)  disebutkan  bahwa

semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak  menjadi  tanggungan  ayah  menurut

kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk

memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dalam

asuhan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan asas keadilan dan kepatutan perihal nafkah anak

yang diberikan dalam wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Hakim menilai besaran yang
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk dikeluarkan oleh Tergugat minimal Rp500.000,00 (satu juta rupiah)

untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan

fluktuasi  harga  kebutuhan  sehari-hari,  serta  kebutuhan  anak  yang  semakin

bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut

dan  wajar  jika  besaran  nafkah  anak  yang  dibebankan  kepada  Tergugat  perlu

dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal inflasi Penggugat menuntut sebesar 20% setiap

tahunnya sementara Tergugat dalam jawabannya sanggup dengan kenaikan 10%

(sepuluh)  persen,  karenanya  Hakim  berdasarkan  asas  keadilan  dan  asas

kepatutan sepakat untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah

10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah

biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang

tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

Hakim sepakat Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atau

kepada  anak  yang  bernama  Penggugat  dan  Tergugat,  minimal  sejumlah

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap

tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun

diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa oleh karena perkara ini  termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa : 

4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlag Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);  

5. Menghukum Tergugat untuk pembebanan sebagaimana diktum angka 4

(empat) di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;  

6. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Limboto  untuk

menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi

isi diktum angka 4 (empat);  

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat

dan Tergugat yang bernama Iffania Kuengo binti Imam Kuengo, perempuan,

lahir di Gorontalo 05 Mei 2016 minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa

atau berusia 21(dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan

dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;  

8. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp670000,00 ( enam ratus tujuh puluh  ribu rupiah). 

Demikian  diputuskan  oleh  Hakim  Pengadilan  Agama  Limboto  pada  hari

Jumat tanggal  15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal  5 Ramadhan

1445 Hijriah  oleh  Ibrahim  Ahmad  Harun,  S.Ag.,  M.E. sebagai  hakim  Tunggal,

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Halim A.R. Molou, MH sebagai

Panitera , dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
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Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.
Panitera,

Drs. H. Halim A.R. Molou, MH

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 100.000,00

-  Panggilan : Rp 500.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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